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BUPATI BURU 

PROVINSI MALUKU 

 

 

PERATURAN BUPATI BURU 

NOMOR  21 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BURU, 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) 

Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional, dipandang perlu dilakukan  

penyesuaian Standar Biaya Umum di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Buru; 

  
b. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2022, perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya 

Umum Tahun Anggaran 2022.  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3961); 

  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan 
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keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan 

keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan 

keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 

2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 63); 

  
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; 

  
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016       

Nomor 547); 

  
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020       

Nomor 1781); 

  
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 926); 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12             

Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 

Nomor 12) 

  
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Buru Tahun 2021 Nomor 1); 

  
17. Peraturan Bupati Buru Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Buru Tahun 2021 Nomor 2); 

  

 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA  UMUM 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Buru. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Buru. 

4. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan 

perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Buru. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru. 
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BAB II 

STANDAR BIAYA UMUM 

 

Pasal 2 

(1) Standar Biaya ini ditetapkan sebagai Standar Biaya Umum                    

Tahun Anggaran 2022. 

(2) Standar Biaya Umum ini meliputi : 

a. Satuan Biaya Honorarium;  

b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri; 

c. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di dalam dan di luar kantor; 

d. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas; 

e. Satuan Biaya Pemeliharaan; 

f. Satuan Biaya Jasa Kantor dan Operasional Kantor Lainnya. 

(3) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

(1) Standar Biaya Umum ini digunakan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

(2) Dalam Perencanaan Anggaran Standar Biaya Umum, berfungsi sebagai : 

a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan 

rencana kerja dan anggaran SKPD; 

b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju ; dan 

c. Bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja 

daerah.  

(3) Dalam pelaksanaan anggaran Standar Biaya Umum, berfungsi sebagai batas 

tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan 

anggaran kegiatan SKPD. 

 

 

Pasal 4 

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai standart biaya masukan 

yang masih berlaku. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini berlaku untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 

dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun 

Anggaran 2022. 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru. 

  

 

Ditetapkan di Namlea 

pada tanggal 2 September 2021 

 BUPATI BURU, 

 

 

                     RAMLY IBRAHIM UMASUGI 

 

Diundangan di Namlea 

pada tanggal 2 September 2021 
 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, 

 

 

MOH. ILIAS HAMID 

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2021 NOMOR 21  


